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Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, termasuk perbuatan tindak pidana korupsi.  Sebagai suatu kejahatan luar biasa / Extraordinary crrime, pembuktian dalam tindak pidana korupsi dianggap lebih sulit dibanding dengan tindak pidana yang lain. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pembuktiannya. Untuk membuktikan bahwa terdakwa memang benar benar telah melakukan tindak pidana korupsi tidak cukup dengan pembuktian konvensional seperti halnya dalam tindak pidana umum lainnya. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi? Dan (2) Bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentangkekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan praktik penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 UU ITE, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi kekuatan pembuktian dari alat bukti informasi atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya
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